TGEDONCG
HERATURAN DIESA KARANGGED
" NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PUNGUTAN DESA KARANGGEDONG
0 KABUPATEN TEMANGGUNG
TAN NGADIREJ
KECAMA

PEMERINTAH DESA KARANGGEDONG
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023



PUNGUTAN DES

Menimbang

KABUPATEN TEMANGGUNG
KIECAMATAN NUGADIREJO

PERATURAN DESA KARANGGEDONG
NOMOR 3 TAHUN 2023

DENGAN
KEPA

a.

A KARA
KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG
NGGEDONG KECAMATAN NGADIREJO

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LA DESA KARANGGEDONG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13

ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 46
Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan
lokal Berskala Desa di Kabupaten
ng, Desa dapat melaksanakan
rangka peningkatan

sesuai dengan

Temanggu
pungutan dalam
Pendapatan Asli Desa
kewenangan Desa berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan pungutan

tersebut ditetapkan dalam peraturan Desa;
bahwa dalam rangka memberikan jaminan

kepastian ~dan  perlindungan hukum

terhadap pelaksanaan kegiatan pungutan di

Desa secara tertib dan transparan,

pelaksanaannya perlu  diatur  dalam
Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa
Karanggedong tentang Pungutan Desa
Karanggedong Kecamatan Ngadirejo

Kabupaten Temanggung;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tenlang Pembentukan Dacrah-Dacrah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023  tentang Penetapan  Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
ndang-Undang (Lembaran Negara

menjadi U
Republik Indonesia Tahun 0023 Nomor 41,
ublik

Tambahan Lembaran Negara Rep

Nomor 2

indonesia Nomor 6856;

Undang Nomor 03 Tahun 2014

Undang-
g Pemerintahan Daerah (Lembaran
014

tentan

Negara Republik Indonesia Tahun 2

r 244, Tambahan Lembaran Negara
5587)

diubah

Nomo
Republik Indonesia Nomor

sebagaimana telah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perietapan Peraturan
Pemerintah ~ Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Repuiblik

Indonesia Nomor 6856;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah
dengan beberapa kali terakhir dengan




Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 20727
fentang P {1y
Pengg:nti ?:;:ZZU: c(larlr:[;J ]]::m p’?r’nr:ri "
or 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
pa kali diubah terakhir dengan
11 Tahun

bebera
Peraturan Pemerintah Nomor
7019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomnor 43 Tahun
7014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

sebagaimana telah  diubah  dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);




8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Desa, I'cmbangunan
Dacrah Terlinggal dan Transmigrasi Nomor
1 Tahun 2015 tentang  Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Dega
(Berita Negare Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor
47);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46
Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor
47);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018 Nomor 49);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor S0
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten




16.

17.

18.

Temanggung  Tahun 2018 Nomor 51)
scbagaimana lelah beberapa kali diubah
terakhir ~ dengan  Peraturan  Bupati
Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 Nomor 63);

Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3
Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Karanggedong (Lembaran Desa
Karanggedong Tahun 2017 Nomor 3);
Peraturan Desa Karanggedong tentang
Pengelolaan Kekayaan Desa Nomor 4 Tahun
2017 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun
2017 Nomor 4);

Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3
Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDONG

Menetapkan

dan

KEPALA DESA KARANGGEDONG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DESA KARANGGEDONG TENTANG
PUNGUTAN DESA KARANGGEDONG KECAMATAN
NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

D
alam Peratyran Desa ini yang dimaksud dengan :

L.

-

Desa adalah Desa Karanggedong.



o o s
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10.

11.
12.
13.

14,

15.

16,

pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa setags,

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Pcmerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintanar,
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahar
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kecamatan adalah Kecamatan Ngadirejo.

Camat adalah Camat Ngadirejo.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Karanggedong.

perangkat Desa adalah Perangkat Desa Karanggedong.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPU
Karanggedong merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Sumber Pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan
pantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,
sumbangan pihak ketiga, dan pinjaman Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BPD.

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa yang bersifat penetapan dalam rangka melaksanakan
Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana operasional tahunan dari program
pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan
diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung
perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja
Desa,

Pungutan Desa adalah segala pungutan yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa terhadap masyarakat, baik berupa uang maupun
benda dan atau barang berdasarkan pertimbangan kemampuan

S 1 :
osial ekonomi masyarakat di Desa.

.



17. Pengawasan terhadap pungutan Desa adalah suatu proses kegjat
ULk Mlatan

y ditujukan untuk menjami

yang dituy jamin agar pungutan Desa dapal berialan
sesuai dengan rencana dan ketentuan yang (elah ditetapkan

18. Kendaraan adalah suatu sarana angkul di jalan yang terdirj atas
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor,

19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan

diatas rel.
70. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau

perolehan Hak lainnya yang sah.
9]. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang terdiri dari tanah

bondho desa dan tanah bengkok.
02, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu

sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta

hubungan kerja.
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah

Badan usaha Milik Desa Karanggedong.

BAB (I
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah memberikan landasan

dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pungutan

Desa.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah:

a. mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan

di Desa; dan

b. meningkatkan pendapatan asli Desa.

Pasal 4
Prinsip ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah pelaksanaan penarikan
pungutan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan dapat

dipertanggungjawabkan.




BAB 111
JENIS PUNGUTAN DIESA
Pasal 5

Jenis pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa adalah :

a.

(2)

(1)

(2)

pungutan yang berasal dari penyewaan aset yang belum dipungut
oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
pungutan lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV
OBJEK PUNGUTAN DESA

Pasal 6
Onjek pungutan yang berasal dari penyewaan aset yang belum
dipungut oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu pungutan terhadap sewa aset desa.
Objek pungutan desa lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku adalah pungutan terhadap

penggunaan air bersih dan iuran pengambilan sampah rumah tangga.

BABV
RINCIAN DAN BESARAN PUNGUTAN DESA
Pasal 7 |
Pungutan terhadap sewa aset desa akan diatur lebih rinci dalam
Perdes Pungutaan Aset Desa.
Besaran pungutan desa lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu:
a. pungutan penggunaan air bersih spamdes sebagai berikut:
1. penggunaan 0 - 20 m?3 : Rp. 2.000,-
2. penggunaan 21 -40m?®  : Rp. 2.500,-
3. penggunaan 41 -60m3  : Rp. 3.000,-
4. penggunaan >61 m3 : Rp. 3.500,-
5. beban penggunaan per bulan Rp. 3000,-
b. luran pengambilan sampah rumah tangga per rumah sebesar
Rp.7.000,- per bulan.

(3} Tarif pungutan di Desa Karanggedong sudah berdasarkan pada asas

kepatutan, keadilan, dan kewajaran.




BAB VI

WILAYAH PEMUN(}UTAN
Pasal 8

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 g,
sungutanl lakukyp di
P pDesa Karanggedong  Kecamatan

Ngadire;
\\ﬂﬁ.“'ah Jo

Kabupater,
Temangguig:
BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

(1) Pungutan desa berupa iuran penggunaan air bersip dipungut
menggunakan kwitansi resmi dari spamdes berdasarkan kwh meter

penggunaarn air bersih.

(2) Pungutan desa berupa iuran pengambilan sampah rumah tangga
dipungut oleh petugas di masing-masing RT.

BAB VIII
PEMBAYARAN
Pasal 10
() Setiap pengguna yang dikenakan pungutan, dapat membayar
pungutan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
(2) Hasil pungutan oleh Petugas disetorkan kepada Bendahara Desa yang

dibuktikar, dengan kwitansi setoran dari Bendahara Desa.

BAB IX
PELAKSANA PUNGUTAN DESA
Pasal 11
1) Pemerintan Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan

Pungutan Dega.

) Pelaksang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(

1) dilaksanakan dan dikelola oleh Tim Sewa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa dan disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

¥ Pelaicsan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
o adalah Pelugas perorangan, karyawan, atau kelompok masyarakat

YAg telah ditunjuk oleh BUM Desa selaku pengelola air bersih dan

kel()].a Sampah .

W o



BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan di

wilayah ~ Desa  Karanggedong = Kecamatan Ngadircjo  Kabupaten

Temanggung.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9
(1) pungutan desa berupa iuran penggunaan air bersih dipungut
menggunakan kwitansi resmi dari spamdes berdasarkan kwh meter
penggunaarn air bersih.
2) pungutan desa berupa furan pengambilan sampah rumah tangga

dipungut oleh petugas di masing-masing RT.

BAB VIII
PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Setiap pengguna yang dikenakan pungutan, dapat membayar
pungutan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
(2) Hasil pungutan oleh Petugas disetorkan kepada Bendahara Desa yang

dibuktikar: dengan kwitansi setoran dari Bendahara Desa.

BAB IX
PELAKSANA PUNGUTAN DESA
Pasal 11

(1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan
pungutan Desa.

(2) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(1) dilaksanakan dan dikelola oleh Tim Sewa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa dan disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

N Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(2) adalah petugas perorangan, karyawan, atau kelompok masyarakat

Yang telah ditunjuk oleh BUM Desa selaku pengelola air bersih dan

kClOla Sampah .




Pasal 12
(1 Pelaksana pungutan Desa scbagaimana dimaksud dalam p .
. : An4 Ayt

(4) mempunyai tugas:

4. menyusun rencana program kerja bidang sewa aset;
set;

b. melaksanakan dan mengoordinasi kegiatan pengelolaan scwa a
: set

desa meliputi mencari penyewa, mengkoordinir pembayaran sewa:
’

. mengkaji pendapatan pungutan Desa; dan

d. mengoordinasi, mengendalikan, memelihara, mengawasi dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sewa aset.

2) pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 7 ayat

(5) mempunyai tugas :

4. menyusun rencana program kerja bidang air bersih, dan kelola

sampabh;

melaksanakan dan mengoordinasi kegiatan pengelolaan air bersih

dan kelola sampah meliputi, mencari pelanggan air bersih baru,

terhadap saluran air bersih,
melakukan evaluasi
ah, mengkoordinir
asi terhadap
melakukan

melakukan  pemeliharaan
mengkoordinir pembayaran air bulanan,
terhadap pelanggan air yang bermasal
pembayaran iuran kebersihan, melakukan evaiu

pelanggan bermasalah, mencari pelanggan baru,

pe
mengkaji pendapatan pungutan Desa; dan
goordinasi, mengendalikan, memelihara, mengawasi dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan air bersih dan

meliharaan terhadap sarana prasaran kebersihar;

d. men
meng
kelola sampah.

BAB XI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
Pasal 14
Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa

dilaksanakan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat

dipertanggungjawabkan.
BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

(1) Pembi
) Pembinaan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan Pungutan

Desa dilaksanakan oleh Camat.




0 Pe I:,l(',ﬂf
(

(4, mem

a

b.

(2) Pclaks
(5) e
a. menyd

Pasal 12
ya pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
a8z “ayat

punym' tugas:
menYUSUn rencana program kerja bidang sews aset;
mclaksanakan dan mengoordinasi kegiatan pengelolaan sewa aset
desa meliputi mencari penyewa, mengkoordinir pembayaran sewa;
mengkaﬁ pendapatan pungutan Desa; dan

mcngoordinasi, mengendalikan, memelihara, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan pengelolaan sewa aset.

ana pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 7 ayat

punyai tugas :
sun rencana program kerja bidang air bersih, dan kelola

sampah;
melaksanakan dan mengoordinasi kegiatan pengelolaan air bersih
dan kelola sampah meliputi, mencari pelanggan air bersih baru,

melakukan
gkoordinir pembayaran air bulanan, melakukan evaluasi

peineliharaan terhadap saluran air bersih,

men
terhadap ~ pelanggan air yang bermasalah, mengkoordinir
pembayaran juran kebersihan, melakukan cvaluasi terhadap

pelang,
cliharaan terhadap sarana prasaran kebersihan;

gan bermasalah, mencari pelanggan baru, melakukan

pem
mengkaji pendapatan pungutan Desa; dan
mengoordinaSi, mengendalikan, memelihara, mengawasi dan

gevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan air bersih dan

men
kelola sampah.
BAB XI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
Pasal 14

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa

dilaksanakan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat

diperl,anggungjawabkan.

BAB XII
PR
EMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1) Pemp;
“Mbing
an terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan Pungutan

D S .
esa dllaksanakan oleh Camat.

M-

L ¢

.
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(2) Pengawasan terhadap pungntnn Desn dilnleulan oleh 1490

(3) Pertanggungjowaban pendapatan Dean yang hecanal dart prongt i
Desa dilaksanakan oleh  pelalsana pungutinn Dosie sehaggdi

dimaksud dalam Pasnl 8 kepndn Kepnln Dot seling alehiy tadn

BAD XM
KETENTUAN PENUTUP
Pnsal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pacla tanggal diundanglean,

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintnhlean  pengundanga
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam  Lembaran Desi

Karanggedong,.

Ditetapkan di Karanggedong,
pada Tanggal 27 Marel 202
KEPMW\ DIESA KARANGGIIDONG,

WAHYU WIDIYANTA APSA

Diundangkan di KARANGGEDONG
pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETA?KS DESA KARANGGEDONG,

- o
~_ 7
BONDHAN RUKMASARI
L

LEMBARAN DESA KARANGGEDONG NOMOR 3 TAHUN 2023
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